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Mantan kepala BPLH parmout RP 354,9 juta 
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Mantan Kepala BPLH

Parmout Rugikan -

Negara Rp354, 9 Juta

PALU, MERCUSUAR -
Terdakwa mantan Kepala
Badan Pengelolaan Ling
kungan Hidup (BPLH) Ka-
bupaten Parigi Moutong
(Parmout), Moh Idrus (51)
dan terdakwa Abdul Wahid
(51) yang saat ini menjabat
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana (Ortal) Se.
kretariat Dacrah (Selda) Ka-
bupaten Parmout didakwa
JPU merugikan keuangan
negara Rp3s4,9 juta atau
tepatnya Rp3s).983.322,06.
Hal tersebut sesuai la
poran hasil audit Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Per-
wakilan Sulteng Nomor: SR-
20/PW19/5/2014 tanggal 18
September 2014,
Demikian diungkapkan
IPU dalam dakwaan yang
dibacakan saat sidang per.

dana kedua terdakwa kasus
dugaan korupsi pemban

gunan taman hijau/taman
Kehati pada BPLH Parmout
tahun 2012 dengan alokasi
anggaran Rpa96,5 juta di
Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN) Klas
IA/PHI/Tipikor Palu, Kamis
(17/11/2016). Kegiatan itu,
MohIdrussebagai Pengguna
Anggaran (PA), sedangkan
‘Abdul Wahid adalah Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK).

Dalam dakwain JPU di
Katakan, perbuatan kedua
terdakwa yang bertentangan
dengan aturan yang berlaku
berdampak secara nyata
timbulnya kerugian negara
Sebab telah memperkaya
orang lain yakni pelaksana
pekerjaan, Abdullah Badja
(tengah menjalani pidana)

dan atau korporasi CV Adi.
tama Desingt Art sebesar
1p359.983.322,06,
Vengingat perbuatan
Mohldrus dan Abdul Wahid
yang masing masing mene-
Tima dan menandatangani
pekerjaan 100 persen dari
Abullah Badja, padahal ke
nyataan di lapangan belum
selesai dan masih terdapat-
pekerjaan penanaman rum-
put tidak sesuai spesifikasi
Hal itu tidak sesuai dengan
Peraiuran Presiden (Per
pres) Nomor: 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang
danJasalampiran 11 C.2.8.4
Kemudian, berita acara
serah terima barang /jasa
seharusnya ditandatangen
oleh kontraktor dan paniia
pejabat penerima hasil pe-
Kerjaan, Namun tu ditanda-
oleh Abdullah Badja

dan PPTK (Abdul Wahid)
serta diketahui oleh PA (Mol
Idrus). Hal itu tidak sesuai
dengan Perpres Nomor: 54
‘Tahun 2010 tentang Penga-
daan Barang dan Jasa Pasal
18 Ayat (5) poin b.

Selain itu, pembayaran
100 persen dilakukan atas
pekerjaan tanpa adanya

a pemeriksaan
yang ditandatangani olch
pihak ketiga/rekanan serta
unsure panitia pemeriksaan
barang berikut lampiran
daftar barangyang diperiksa.
Hal tersebul bertentangan
dengan Permendagri Ne
mor: 13 Tahun 2006 ten-
tang Pedoman Pengelola:
Keuangan Dacrah Pasal 205
Ayat (3)poin k.

‘Perbuatan terdakwa di-
ancam pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 Ayat (1), dak-
waan subsidair 3 Jo Pasal 18
UU Nomor: 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan T
pikor sebagaimana telah di
ubah dan dilambah dengan
UU Nomor: 20 Tabun 2001
tentang Perubahan Atas
UU Nomor: 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Ti
pikorJoPasal 55 Avat(1) ke-1
KUHE? @nda JPU, M Farhan.

Mendengar dalovaan JPU,
terdakwa yang didampingi
penasihat hukumnya ma
sing-masing menyatakan
tidak mengajukan eksepsi
(keberatan)

“Unukmendengarkanke-
terangan saksi-seks, sidang
ditunda hingga Senin 21 No
vember2016. Hadi tanpa di-
panggl? ttup Ketua Majelis
Hakim,1 Made Sukanuds
Mok





